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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Negara Hukum 

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropah Kontinental dikembangkan antara 

lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan 

istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat’. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum 

dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”. Menurut Julius 

Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘rechtsstaat’ itu mencakup empat 

elemen penting, yaitu: (a) Perlindungan hak asasi manusia; (b) Pembagian kekuasaan; (c) 

Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan (d) Peradilan tata usaha Negara. Sedangkan A.V. 

Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan 

istilah “The Rule of Law”, yaitu: (a) Supremacy of Law; (b) Equality before the law; (c) Due 

Process of Law. 7  Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “The 

International Commission of Jurists” itu adalah: (1) Negara harus tunduk pada hukum; (b) 

Pemerintah menghormati hak-hak individu; (c) Peradilan yang bebas dan tidak memihak. 

Menurut Arief Sidharta, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsurunsur dan 

asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:8 

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam 

penghormatan atas martabat manusia (human dignity).  

2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa 

kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian 

hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam 

masyarakat bersifat ‘predictable’. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas 

kepastian hukum itu adalah: 

a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum; 

b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah 

dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan; 

c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih 

dulu diundangkan dan diumumkan secara layak; 

d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi; 

e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undangundangnya 

tidak ada atau tidak jelas; 

f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang 

atau UUD. 

3. Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law). Dalam Negara 

Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau 

memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) 

adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) 

tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara. 

                                                      
7 Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Gagasan Negara Hukum Indonesia, diakses dalam https://www.pn-

gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, pada 27 Februari 2023. 
8 B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of 

Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125. 
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4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut 

serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk 

itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu: 

a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala; 

b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan 

perwakilan rakyat; 

c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk 

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah; 

d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak; 

e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat; 

f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi; 

g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat 

secara efektif. 

5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. 

Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut: 

a. Asas-asas umum peerintahan yang layak; 

b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi 

dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi; 

c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yangn jelas 

dan berhasil guna (doelmatig). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara 

efektif dan efisien. 

Berdasarkan konsep negara hukum tersebut, maka mekanisme proses persidangan baik 

perdata maupun pidana merupakan wujud dari aktualisasi Indonesia sebagai negara hukum, yang 

mana kesemua hal diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal persidangan perceraian 

yang terjadi bagi orang beragama Islam dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang 

Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut sebagai UU 

Perkawinan), Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 

sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam. Hukum Islam membolehkan perceraian atau 

talak pada prinsipnya, tetapi Allah menyatakan kebencian akan hal ini, namun perceraian adalah 

solusi buntu yang dapat diambil ketika "hubungan halal" itu tidak lagi bisa dipertahankan.  

 

B. Hukum Perkawinan 

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, 

yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari- hari orang arab dan 

banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi (Amir Syarifuddin, 2006:35). Hukum Islam 

mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak 

yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu 

perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki 

dengan seorang perempuan membemtuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih 

mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal (M. Idris Ramulio, 1985:147).  

Dengan demikian Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian 

perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan 
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ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian 

tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 UU Perkawinan dan KHI maka pada 

dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut UU Perkawinan tidak 

terdapat perbedaan prinsipil (Hamid Sarong, 2010:33), sebab pengertian perkawinan menurut UU 

Perkawinan ialah: “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam bahasia Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang 

menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin 

atau bersetubuh (Kamus Besar Bahas Indonesia, 1994:456). 

Menurut pendapat para ahli antara lain Soedharyo Saimin menyatakan perkawinan adalah 

suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan 

seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam 

Pancasila (Soedharyo Saimin, 2002:6). Ali Afandi menyatakan perkawinan adalah suatu 

persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan dimaksud disisni bukanlah persetujuan biasa, 

tetapi mempunyai ciriciri tertentu (Ali Afandi, 1984:94). 

Adapun maksud akad yang sangat kuat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika 

pelaksanaan akat nikah sudah terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

isteri dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh syariat islam dan hukum 

negara, maka ikatan pernikahan itu tidak begitu mudah putus untuk mengakhiri hubungan suami 

isteri. Tali ikatan pernikahan itu tidak dapat diputuskan oleh pasangan suami isteri dengan alasan 

yang tidak kuat dan dibuat-buat. Tali ikatan pernikahan yang sudah terjadi baru dapat diputuskan 

jika mempunyai alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum syariat serta hukum negara 

dan tidak ada jalan lain untuk mempertahankan ikatan pernikahan itu untuk tetap kukuh 

selamalamanya.  

Sementara pengertian perkawinan dalam UU Perkawinan mempunyai 4 (empat) unsur, 

yakni : 1) ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang 

diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh wali menpelai perempuan dengan 

menpelai laki-laki yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, 

tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua 

calon menpelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain 

juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam 

mewujudkan keluarga bahagia dan kekal. 2) antara seorang pria dengan seorang wanita, 

maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut UU perkawinan hanya boleh terjadi antara 

seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagi isteri. 

Dengan demikian pasal 1 UU perkawinan menganut azas monogami. 3) membentuk 

keluarga Bahagia dan kekal, maksudnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, 

kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan 

berumah tangga. Dalam arti perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga harus mampu 

membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayatnya. 4) berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh 

perkawinan dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan 

ketentuan yang diatur dalam hukum agama. 

Ahli Ahmad Al-Jurjawi menyatakan Hikmah-hikmah perkawinan antara lain: 
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1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses 

memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan 

bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. 

2. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangga teratur. 

3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-

masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan. 

4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya isteri 

akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Isteri berfungsi sebagai teman dalam suka 

dan penolong dalam mengatur kehidupan. 

5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan 

dan kemuliaan. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang 

tidak dihalalkan untuknya. 

6. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang 

banyak antara lain memelihara hak-hak dalam warisan. 

7. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umunya 

akan menghasilkan keturunan yang banyak. 

8. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat 

dan pahala kepadanya. Namun bila masih meninggalkan anak dan isteri, mereka akan 

mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanyapun tidak 

ditolak. 

Indonesia telah memiliki undang-undang nasional yang berlaku bagi seluruh warga 

Negara Republik Indonesia, yaitu UU Perkawinan. Sebelum diberlakukannya UU Perkawinan ini, 

Indonesia telah memberlakukan peraturan-peraturan perkawinan yang diatur dalam KUHPerdata 

(BW) , Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonansi voor de Christens 

Indonesiers) Staatsblaad 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde 

Huwelijken), Staatsblaad 1898 No. 158. Selain itu, diberlakukan juga Undang-Undang Pencatatan 

Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) dalam lembaran negara 1954 No.32 serta peraturan Menteri 

Agama mengenai pelaksanaannya. Undang-Undang Pencatatan NTR hanya mengenai teknis 

pencatatan nikah, talak, dan rujuk umat islam, sedangkan praktek hukum nikah, talak, dan rujuk 

pada umumnya menganut ketentuan-ketentuan fiqh mazhab Syafi’i (Hamid Sarong, 2010: 24-25). 

Sumber hukum perkawinan di Indonesia bagi umat muslim yakni Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijmak 

Ulama Fiqh, dan Ijtihad. 

Oleh karena UU Perkawinan yang dilahirkan bertujuan untuk mengakhiri berlakunya 

hukum peninggalan kolonial belanda di Indonesia yang pluralistik dalam bidang perkawinan 

menuju pada unifikasi hukum yang harus berlaku bagi semua warga negara Indonesia , maka 

hukum perkawinan yang dilahirkan tidak hanya menyerap aspirasi dari hukum islam, melainkan 

juga harus menyerap aspirasi dari agama lain selain dari islam. Sehingga UU perkawinan sebagai 

hasil kompilasi dari berbagai ketentuan hukum menjadi satu UU perkawinan, dengan demikian 

UU perkawinan meskipun dari segi bentuknya sudah unifikasi hukum, namun dari segi isinya juga 

terjadi pluralisme hukum yang berlaku untuk semua agama yang diakui di indonesia.   

Dalam keadaan yang demikianlah yang membuat masyarakat islam menghendaki UU 

Perkawinan tersendiri yang khusus berlaku bagi masyarakat islam dengan mengadopsi syariat 

islam. Selain dari itu terdapat pandangan bahwa kenyataannya umat islam di Indonesia sebagai 

anggota masyarakat yang besar jumlahnya, maka perlu mendapat perhatiannya (Jamaluddin, 

2009:74). Maka dari itu, lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disusun dengan maksud 

untuk melengkapi UU Perkawinan dan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama 
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yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam. 

Pasal 2 ayat 1 KHI menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan ini tidak ada beda 

dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini menunjukakan 

isi dari Kompilasi Hukum Islam masih mengakui pluralisme dalam hukum perkawinan di indonesi. 

Namun dapat ditegaskan bahwa bagi umat Islam berlaku hukum perkawinan Islam, sedangkan 

bagi agama selain islam berlaku hukum perkawinan yang diatur dalam agamanya. Dalam Hukum 

perkawinan islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad antara pihak-pihak yang 

bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki setelah dipenuhi syarat-syarat lain menurut 

hukum islam. Dengan dikukuhkannya hukum agama (Fiqh Munakahat) sebagai syarat sahnya 

suatu perkawinan, maka berlakunya hukum islam di Indonesia bukan lagi berdasarkan kepada teori 

resepsi, melainkan langsung berdasarkan kepada UU Perkawinan. Dengan demikian, pelaksanaan 

Hukum Perkawinan Islam itu disamping menjadi tanggung jawab pribadi umat islam, juga menjadi 

tanggung jawab pemerintah untuk ikut mengawasinya. Adanya pengawasan pemerintah itu 

dimaksudkan agar supaya dalam pelaksanaan Hukum perkawinan Islam itu tidak disalah gunakan 

(Taufiqurrohman Syahuri, 2013: 23). 

 

C. Perceraian 

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami 

dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan 

sebagai suami isteri.” Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan 

perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu 

berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam UndangUndang. Sementara pengertian perceraian 

tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan 

serta peraturan pelaksananya. 

Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti 

bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Perkawinan. 

Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. 

Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya. Beberapa sarjana 

juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri, antara lain: 

1. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau 

tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.9 

2. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan 

pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak 

terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan 

perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.10 

3. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena 

sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah 

pihak dalam perkawinan.11 

                                                      
9 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 23 
10 R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, Hukum Orang Dan Keluarga, (Bandung: Alumni, 1986), 

hlm. 109. 
11 P.N.H.Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hlm. 53. 
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Al-Qur‟an sebagai sumber hukum Islam pertama, dalam banyak kesempatan selalu 

menyarankan agar suami isteri bergaul secara ma‟ruf dan jangan menceraikan isteri dengan sebab-

sebab yang tidak prinsip. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami isteri 

dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung 

membubarkan perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu 

dengan mengirim seorang hakam dari keluarga pihak suami dan seorang hakam dari keluarga 

pihak isteri untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka 

perceraian baru dapat dilakukan. 

Pengertian perceraian sendiri dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang 

menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang 

menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh 

pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah 

dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya. 

Dua orang yang mempunyai sifat dan kepribadian yang berbeda disatukan dalam suatu 

ikatan perkawinan, tentu bukan suatu hal yang akan terus berjalan mulus. Pasti ada masanya di 

antara suami isteri akan timbul masalah baik itu disebabkan oleh isteri maupun suami. Karena 

masalah yang ada di antara mereka tidak menemukan jalan keluar yang baik, maka salah satu pihak 

dapat mengajukan perceraian, 

UU Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian 

akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk 

mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada 

cukup alasan bagi suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. 

Perceraian yang terjadi akan berdampak pada isteri/ suami, anak serta harta kekayaan. 

Akibat dari adanya perceraian menurut pasal 41 UU No.1 tahun 1974 adalah sebagai berikut: 

1. Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-

mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-

anak, Pengadilan memberi keputusan. 

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang 

diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban 

tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan 

atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. 

Dalam pasal 149 Inpres No.1 tahun 1991 akibat putusnya perceraian dapat dibedakan menjadi 2 

(dua) macam yaitu (1) akibat talaq, dan (2) akibat perceraian. Bilamana perkawinan putus karena 

talak, maka bekas suami wajib: 

1. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali 

bekas isteri tersebut qobla al dukhul. 

2. Memberikan nafkah, mas kawin, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, 

kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba’in atau nusyuz, dan dalam keadaan tidak hamil. 

3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separo apabila qobla al dukhul. 

4. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. 

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama dan Kompilasi Hukum Islam, di kenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talaq, dan 

cerai gugat. Cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga 

perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka 

harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat 
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adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan 

dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih 

dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


